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NOMO 3 TAHUN 2015
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Sistem
pemerintahan yang dilaksanakan didasarkan atas demokrasi. Dalam
pelaksanaan sistem demokrasi ini, diberlakukan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat
(2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”.Pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah
diatur dalam Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan undang-undang.
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Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan
Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus dan istimewa, mengingat karakter khas
sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan
daya juang tinggi. Sebagai pengakuan terhadap keberadaan Aceh
sebagai daerah istimewa dan khusus telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan  Aceh, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan
kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang meliputi urusan
pemerintah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu
dalam bidang agama.

Urusan pemerintahan yang bersifat nasional sebagaimana tersebut
diatas termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan
di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan
keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi
yang strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional. Dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat nasional,
Pemerintah menetapkan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan
Aceh serta tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintahan
Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.

Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah ini, penetapan urusan
pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh dilaksanakan berdasarkan
kriteria eksternalitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat
pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan
ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan oleh
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

Penggunaan kriteria akuntabilitas dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau perwakilan
masyarakat mengawasi jalannya urusan pemerintahan sesuai dengan
prinsip demokrasi untuk mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada

rakyat.
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Kriteria efisiensi dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu
urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh, artinya apabila
suatu urusan pemerintahan lebih efisien jika ditangani oleh suatu
tingkatan pemerintahan tertentu, maka urusan pemerintahan tersebut
lebih baik dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yang memiliki
skala ekonomis yang paling tinggi.

Penerapan ketiga kriteria tersebut, dilandasi oleh semangat demokrasi
yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta
semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi sehingga
dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan demokratisasi melalui penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “urusan politik luar negeri” antara
lain meliputi menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan
perjanjian dengan negara lain, mengangkat pejabat
diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam
jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan
perdagangan luar negeri, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “urusan pertahanan” antara lain
meliputi mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata,
menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau
sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya,
membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara
dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib
militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “urusan keamanan” antara lain
meliputi mendirikan dan membentuk kepolisian negara,
menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap
orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya
mengganggu keamanan negara dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “urusan yustisi” antara lain meliputi
mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan
jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan
kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi,
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amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

Yang dimaksud dengan “urusan moneter dan fiskal nasional”
antara lain meliputi kebijakan makro ekonomi, misalnya
mencetak wuang dan menentukan nilai mata uang,
menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran
uang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “urusan tertentu dalam bidang
agama” antara lain meliputi menetapkan hari libur
keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan
pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan
kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan
dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pasal 3

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam ketentuan ini adalah ketentuan Pasal 205 sampai
dengan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
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